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madrasah yang bermutu, perlu mem__.ﬁl?‘r'_ ?;
kepada masyarakat melalui organisasi berkt

untuk menyelenggarakan madrasah

standar nasional pend1d1kan .
bahwa masa berlaku izin pendirian /operas;mn
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kep
telah habis;

bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Ke

Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : B-791/ K
O01/PP.00/02/2019 tanggal 20 Februari 2019 f':':f_"? |
Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin .peras 0

Raudhatul Athfal Nur Adzkia Desa Dalu X-B Kec

Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, perlu dik

perpanjangan izin pendirian/operasional;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam La
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangs

izin pendirian/operasional madrasah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d w“ '- 'ﬂ--: d

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
menetapkan Keputusan Kepala  Kantor
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Ut
Pemberian Izin Pendirian/Operasional Rat |

Nur Adzkia Desa Dalu X-B Kecam-atan -;:

Kabupaten Deli Serdang;

Undang-Undang Nomor 20
Pend1d1kan Nasunal
esia Tahu :
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Menetapkan

4 Peraturan Pemerintah Nﬂm@r I? | Ta _r__ .

Negara R—‘epubhk Ihdﬁnesza Nomor ¢

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 _‘!{ Nomo:
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nt

5105) sebagaimana telah diubah dengan Pﬁf., rafy . eue

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pe fa
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentan; L =i %
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembamn;-

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar*
oLS7);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor
90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2101);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelavanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian
Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
0885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan
Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan
Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan
Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA  TENTANG PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NUR ADZKIA DESA
DALU X-B KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN
DELI SERDANG.
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il AN kapada Kepala Kantﬂr Ke‘m. 1ar
o SRR paling sedikit psrkembfff;_'fl'fj_f_'_",'- jun

i AR pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan
sarana prasarana, dan pelaksan aan pemenuha
pendidik dan tenaga kependidikan; dan fﬂ’&&’ﬁm >

#

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
Athfal kepada BAP-S/M sesual ketentuan
perundang-undangan.
KETIGA . Pemberian izin pendirian/operasional sebagalmana dir i |
dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Rau"_": ulSeTs
Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesul'_’ —;'-h._-;“

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan - Al
pada tanggal (e April 2019 T
NKANTOR WILAYAH KEMENTERESS AGAMA
SJJMATERA UTARA, o
/ " _.q.,

’ULHAMI
g
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